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Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Terbuka

Rabu, 12 Juli 2017

Pukul 10.00 WIB

Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK 1V)

Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta

Membahas penyempurnaan alokasi anggaran menurut fungsi,
program, dan kegiatan Kementerian/Lembaga Tahun 2018 sesuai hasil
pembahasan Badan Anggaran DPR RI dan membahas RKA-K/L dalam
RUU APBN-P Tahun 2017

Dr. Ir. E. Herman Khaeron, M.Si.

Drs. Budi Kuntaryo

A. 34 Anggota dari 49 Anggota Komisi IV DPR RI

B. Hadir Pemerintah:

1.
2.

3.
4.

10.

11.

12.

13.

Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc. (Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan);

Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Sekretaris Jenderal):

Drs. Imam Hendargo Abu Ismoyo. M.A. (Inspektur Jenderal);

Dr. Ir. Hilman Nugroho, M.P. (Direktur Jenderal Pengendalian Daerah
Aliran Sungai dan Hutan Lindung);

. Dr. Ir. Ida Bagus Putera Parthama, M.Sc. (Direktur Jenderal

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari);

. DR. Ing. Ir. Hadi Daryanto, D.E.A. (Direktur Jenderal

Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan);

. Ir. Wiratno, M.Sc. (Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam

dan Ekosistem));

. Drs. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M. (Direktur Jenderal

Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan);

. Drs. M.R. Karliansyah, M.S. (Direktur Jenderal Pengendalian

Pencemaran dan Kerusakan dan PIt. Direktur Jenderal Pengelolaan
Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya);

Ir. Helmi Basalamah, MM. (Kepala Badan Penyululuhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia);

Dr. Henry Bastaman, MES. (Kepala Badan Penelitian, Pengembangan,
dan Inovasi);

Ir. Yuyu Rahayu, M.Sc. (PIt. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan
dan Tata Lingkungan); dan

Ir. Nazir Foead, M.Sc. (Kepala Badan Restorasi Gambut)

beserta jajarannya.



PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
dalam rangka membahas penyempurnaan alokasi anggaran menurut fungsi, program,
dan kegiatan Kementerian/Lembaga Tahun 2018 sesuai hasil pembahasan Badan
Anggaran DPR RI dan membahas RKA-K/L dalam RUU APBN-P Tahun 2017 pada
hari Rabu tanggal 12 Juli 2017, dibuka pukul 11.00 WIB oleh Ketua Rapat
Dr. Ir. E. Herman Khaeron, M.Si. dan dinyatakan terbuka untuk umum.

. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi IV DPR RI mendapat penjelasan atas Pagu RAPBN Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018 sebesar Rp8.124.321.255.000,-,
dengan komposisi program per-Eselon | sebagai berikut.

a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp565.741.963.000,-;

b. Inspektorat Jenderal sebesar Rp66.990.220.000,-;

c. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari sebesar
Rp424.442.367.000,-,

d. Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung
sebesar Rp1.123.601.178.000,-;

e. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebesar
Rp2.095.845.491.000,-;

f. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebesar
Rp1.368.562.466.000,-;

g. Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi sebesar Rp291.599.618.000,-;

h. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar
Rp326.914.960.000,-;

i. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan sebesar
Rp379.576.567.000,-;

j. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
sebesar Rp374.606.381.000,-;

k. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim sebesar Rp321.439.911.000,-;

|. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun
Berbahaya sebesar Rp153.630.287.000,-;

m. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
sebesar Rp114.968.516.000,-; dan

n. Badan Restorasi Gambut sebesar Rp516.401.330.000,-.

Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan membahas bersama Eselon | pada siklus
anggaran selanjutnya.

2. Komisi IV DPR RI mendapat penjelasan atas usulan Dana Alokasi Khusus (DAK)
Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2018 sebesar
Rp2,9 triliun yang terdiri dari DAK Sub Bidang Lingkungan Hidup sebesar
Rp1,4 triliun dan Sub Bidang Kehutanan sebesar Rp1,5 triliun.

3. Komisi IV DPR RI mendapat penjelasan Pagu APBN-P Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Tahun 2017 (berdasarkan Nota Keuangan TA. 2017)
sebesar Rp6.772,4 miliar, setelah dilakukan efisiensi sebesar Rp468,9 miliar dan
mendapatkan realokasi pada Bagian Anggaran BUN sebesar Rp130,6 miliar, serta
terdapat perubahan Pagu PHLN sebesar Rp29,2 miliar, sehingga RAPBN-P
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017 sebesar Rp6.463,3
miliar.
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4. Komisi IV DPR RI mendapat penjelasan atas usulan tambahan anggaran pada
APBN-P Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017 sebesar
Rp279.841.261.000,- yang dialokasikan untuk:

- percepatan program perhutanan sosial sebesar Rp198.441.261.000,-;
- rehabilitasi Danau Limboto sebesar Rp41.400.000.000,-; dan
- penanganan sampah sebesar Rp40.000.000.000,-.

Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan membahas bersama Eselon | sebelum
ditindaklanjuti kepada Badan Anggaran DPR RI untuk menjadi bagian dari
RUU tentang Perubahan APBN TA 2017.

5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk
memperkuat kelembagaan dan menambah sumber daya manusia dalam rangka
pengelolaan hutan dan penegakan hukum.

6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk
meningkatkan kerja sama Program Perhutanan Sosial dengan Program Upaya
Khusus (UPSUS) Kementerian Pertanian.

[ll. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.50 WIB.
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